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SALINAN 

 
WALIKOTA DENPASAR 

 
PROVINSI BALI 

 
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

 
NOMOR 21 TAHUN 2019   

 
TENTANG 

 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2014 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA DENPASAR, 

 

Menimbang  : a.  bahwa sebagai konsekuensi peningkatan potensi pajak 

daerah khususnya  pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan dan  berdasarkan pertimbangan situasi 

dan kondisi terkait penyelesaian Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan;  

 
   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas 
Peraturan Walikota  Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan; 
 

Mengingat  : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992   
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3465); 

 
2.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4287); 
 

3.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan             
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

5.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

6.  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 7,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7); 

 
7.   Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 

Nomor 50); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran III huruf B Peraturan Walikota 
Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 50) diubah 

sebagai berikut : 
 

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
 

Langkah 1  

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan 
dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk 

penelitian SSPD. Dokumen pendukung terdiri atas: 
a. SSPD yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan 

Daerah (NTPD)/SSPD disertai Bukti Penerimaan 

Daerah; 
b. Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu 

Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor); 
c. Tanda bukti lunas yang dikeluarkan oleh Badan 

Pendapatan  Daerah / lunas PBB-P2;   
d. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal 

dikuasakan); 
e. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan 

Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris; 

f. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal 
dikuasakan); 
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g. Fotokopi sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan 

Lainnya; dan 
h. Dokumen pendukung lain yang diperlukan seperti 

foto objek pajak. 
 

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian 
SSPD. Wajib Pajak kemudian menyerahkan Formulir 

Permohonan Penelitian SSPD, SSPD lembar dan 

dokumen pendukung kepada Fungsi Pendaftaran dan 
Pendataan. 

 
 

Pasal  II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. 
  

 
 

Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal 4 Maret 2019 
 

 WALIKOTA DENPASAR, 
 

 
 

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 
 

 

 
 

 
Diundangkan di Denpasar 

pada tanggal 4 Maret 2019  
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, 

 
 

 
 

                   RAI ISWARA 

 

 

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 21 


